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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan
hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku ajar ini. Shalawat beriring salam juga penulis
persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW
telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi
kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Adapun buku ajar kami yang berjudul “
Gratifikasi Dan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak
Pidana Korupsi” telah selesai saya buat secara
maksimal dan sebaik mungkin dapat bermanfaat bagi
pembaca. Dalam kesempatan ini, saya menyadari
dengan sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih masih
banyak kekurangan dan kekeliruan dan mungkin saja
masih jauh dari kesempurnaan sebuah buku. Oleh
sebab itu, saya mohon agar pembaca memberi kritik
dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami
dapat terus meningkatkan kualitas buku ini. Demikian
buku ajar ini kami buat, dengan harapan pembaca
dapat memahami informasi dan juga mendapatkan

wawasan mengenai bidang sistem hukum di Indonesia
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serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima

kasih.

Penulis
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BAB
PENDAHULUAN

A. Uraian Tentang Gratifikasi dalam Tindak Pidana
Korupsi
Praktik korupsi pada masa sekarang
mengalami perkembangan dengan munculnya
praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan
celah atau kelemahan berbagai peraturan
perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah
sering kali dianggap sebagai ucapan terima kasih
atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.
Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau
tindakan seseorang memberikan hadiah sebagai
salah suatu perbuatan tindakan seseorang yang
memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada

orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan.



B AB PENGATURAN GRATIFIKASI
DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

A.Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima
Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana
Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Landasan pengaturan mengenai gratifikasi
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001
adalah:

1. Landasan Filosofis
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana siubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
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B AB LATAR BELAKANG PENGATURAN
PIDANA PENERIMA GRATIFIKASI
SEBAGAI SALAH SATU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

A.Latar Belakang Pengaturan Pidana Penerima
Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana
Korupsi

Landasan pengaturan mengenai gratifikasi
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001
adalah:

1. Landasan Filosofis
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana siubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap,

apabila berhubungan dengan jabatannya dan

74



BAB

PEMBUKTIAN TERHADAP PENERIMA
GRATIFIKASI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas
di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak
pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku
tetap dipidana sesuai proses hukum. Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada diatur secara jelas,
sudah ada tapi masih terselip dalam pasal-pasal yang
masih dimasukkan dalam tindak pidana korupsi suap:
Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2). Pasal 11,Pasal 12 huruf
a, b, dan c. Pasal 5 ayat (2) menyatakan:”Pegawai negeri
menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila

pegawai negeri menerima suap sesuatu pemberian atau

96



BAB

PENGATURAN HUKUM
PEMBEBANAN
PEMBUKTIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

A.Menurut UUD 1945 yang Menyatakan Negara Rugi
Dalam Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Aspek asas legalitas pertama, mengandung
makna bahwa ketentuan dapat di pidananya suatu
perbuatan harus terjadi melalui undang-undang
dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan
undang-undang dalam arti formal, yang berarti
undang-undang dalam arti materiil yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang lebih rendah yang
dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat
demikian, sedangkan aspek asas legalitas kedua
mengandung makna bahwa pembentuk undang-
undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan

pidana selama mendapatkan legitimasi dari undang-
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BAB

SISTEM PEMBEBANAN
PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM MEMBUKTIKAN

PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik
pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai
modus operandi penyimpangan keuangana negara
atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan
rumit. Sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos
dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu
pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan
upaya hukum pembuktian terbalik.

Upaya pembentuk undang-undang ini, tidak
tanggung-tanggung, karena baik dalam delik korupsi
diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sekaligus sistem
KUHAP. Kedua teori itu adalah penerapan hukum
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BAB

PEMBEBANAN
PEMBUKTIAN DIBERIKAN
KEPADA PELAKU TINDAK

PIDANA KORUPSI

Subjek hukum adalah orang yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan
istilah setiap orang, yang kemudian dalam pasal 1 ke 3
diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang
adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal
tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri,
sehingga subjek hukum dalam tindak pidana
korupsi meliputi :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk

korporasi.

161



BAB

PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM
MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA

Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian
negara selalu menjadi perdebatan yang sengit antara
berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dan
pembelanya dengan jaksa penuntut umum, untuk
menentukan hal tersebut, selama ini jaksa banyak
dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk. Sudah
tentu keterangan dari ahli ini diberikan keahlian atau
setelah melakukan semacam audit khusus terhadap
instansi atau perusahaan yang menimbulkan kerugian
keuangan negara. Kalau kerugian keuangan negara ini

terkait dengan suatu barang yang sulit untuk dilakukan

195



BAB

KEBIJAKAN HUKUM
DALAM PEMBEBANAN
PEMBUKTIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum
pidana bukanlah semata-mata pekerjaan tekhnik
perundang-undangan yang dapat dilakukan secara
yuridis normatif dan sistematik dogmatik.
Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat
berupa pendekatan sosiologis, historis dan
komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan
integral dengan kbeijakan sosial dan oembangunan
nasional pada umumnya.®

Usaha dan kebijakan untuk membuat

peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya

39 [bid
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GLOSARIUM

Korupsi

Gratifikasi

Pembuktian Terbalik :

: Perbuatan menyangkut sesuatu

yang bersifat amoral, sifat dan
keadaan yang busuk,
menyangkut jabatan instansi
atau  aparatur  pemerintah,
penyelewengan kekuasaan
dalam jabatan karena
pemberian, menyangkut faktor
ekonomi dan politik, serta
penempatan keluarga atau
golongan ke dalam kedinasan di
bawah kekuasaan jabatan.
Pemberian yang diberikan
karena layanan atau manfaat
yang diperoleh. Sistem
Sistem  dimana  beban
pembuktian ada pada terdakwa
dan pembuktian ini hanya
berlaku pada saat pemeriksaan
di siding pengadilan dengan
dimungkinkannya  dilakukan

pemeriksaan tambahan atau

229



khusus  jika pemeriksaan
ditemukan harta benda milik
terdakwa yang berasal dari

tindak pidana korupsi namun

hal belum didakwakan.

Mens rea : Sikap Kalbu

Strict Liability Suatu konsepsi yang tidak
,emerlukan pembuktian adanya
sengaja dan alpa pembuat delik.

Presumption of innocent : Praduga tidak bersalah
adanya putusan hakim yang
menyatakan kesalahannya yang
tentunya dengan bukti yang
cukup dan keyakinan hakim.

Presumption of guilt : Praduga bersalah

Kebijakan penal : Suatu ilmu sekaligus seni yang

230

pada akhirnya —mempunyai
tujuan praktis untuk
memungkinkan peraturan
hukum  positif — dirumuskan
secara lebih baik dan untuk
memberi pedoman tidak hanya
kepada  pembuat undang-
undang, tetapi juga kepada



pengadilan yang menerapkan
undangundang dan juga kepada
para  penyelenggara  atau

pelaksana putusan pengadilan
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